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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonseia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4267); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan 
Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024. 

BUPATI KONAWE SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE SELATAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 
NOMOR 2. TAHUN 2025 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 
12); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 
Tahun 2021 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 
2021 Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 
Tahun 2023 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 
2023 Nomor 8); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 4); 
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Rp 1.589.975.862.179,04 a. Anggaran Belanja setelah 
perubahan 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp128.297.382.526,04) dengan rincian 
sebagai beriku t : 

(Rp 65.079.840.852,45) 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: 
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp65.079.840.852,45) dengan 

rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah Rp 1.807.198.679.513,00 

perubahan 
b. Realisasi Rp 1.742.118.838.660,55 

Selisih lebih/(kurang) 

Pasal 4 
Rp 144.967.985.576,04 

Rp 155.210.904.938,04 
Rp 10.242.919.362,00 

(Rp 77.940.840.822,45) 

Rp 1.742.118.838.660,55 
Rp 1.461.678.479.653,00 
Rp 358.381.199.830,00 

a. Pendapatan 
b. Belanja 
c. Transfer 

Surplus/Defisit 
d. Pembiayaan 

- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Surplus/Defisit 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun 
Anggaran 2024 sebagai berikut: 

Pasal 3 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Neraca; 
f. Laporan Arus Kas; 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. 
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 
dan 

BUPATI KONAWE SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
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Rp 
Rp 

(187.862.960.005,79) 

1.313.165.003.998,45 
1.490.817.806.586,09 

(177.652.802.587,64) 
37.569.000,00 

10.247.726.418, 15 
(10.210.157.418, 15) 

Rp g. Surplus/Defisit Sebelurn Pos Luar 
Biasa 

h. Pendapatan Luar Biasa 
i. Beban Luar Biasa 

Rp 
Rp 

c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp 
d. Surplus Non Operasional - LO Rp 
e. Defisit Non Operasional - LO Rp 
f. Surplus/Defisit Kegiatan Non Rp 

Operasional - LO 

a. Pendapatan - LO 
b. Beban 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 
2024 sebagai berikut: 

67.027.144.753,59 
(45.211.544,00) 

67.027.144.753,59 

155.256.116.482,04 
(155.210.904.938,04) 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Pasal 6 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
d. Koreksi Kesalahan Pernbukuan Tahun Sebelumnya 
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b 
per 31 Desernber Tahun 2024 sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal 

Pasal 5 

Rp 3.369.094.910,00 Selisih lebih/(kurang) 
144.967.985.576,04 Rp 

141.598.890.666,04 Rp a. Anggaran Pembiayaan Netto 
setelah peru bahan 

b. Realisasi 

(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp3.369.094.910,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

(Rp 3.414.306.454,00) 

13.657 .225.816,00 
10.242.919.362,00 Rp 

Selisih le bih / (kurang) 
b. Realisasi 
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp3.414.306.454,00) 
dengan rincian sebagai berikut : 

(Rp 45.211.544,00) 
155.210.904.938,04 Rp 

155.256.116.482,04 

Selisih le bih / (kurang) 
b. Realisasi 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 
setelah peru bah an 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp45.2 l l .544,00) 
dengan rincian sebagai berikut: 

Rp 63.658.049.843,59 Selisih lebih / (kurang) 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Oefisit 
rincian sebagai berikut : 
a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (141.598.890.666,04) 
b. Realisasi _R~P--~(7_7_._9_4_0_.8_4_0_.8_2_2~'-4~5) 

sejumlah Rp63.658.049.843,59 dengan 

Selisih lebih/(kurang) (Rp 440.508.170,00) 
358.381.199.830,00 

358.821.708.000,00 

Rp 

Rp a. Anggaran Transfer setelah 
perubahan 

b. Realisasi 

(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp440.508.170,00) dengan rincian 
sebagai berikut: 

b. Realisasi 
(Rp 128.297.382.526,04) 

Rp 1.461.678.479.653,00 
Selisih le bih / (kurang) 
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Lampiran I.2 

Lampiran I.3 

Lampiran I. 4 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) 
tercantum lampiran dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

Lampiran I. l Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 

Pasal 11 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 
2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos Laporan 
Keuangan. 

Pasal 10 

11.402.691,00 
69.875.525.240,20 

Rp 
Rp 

Rp 158.100.891.269,04 
Rp 259.816.112.228,55 
Rp (337.756.953.051,00) 
Rp (10.242.919.362,00) 
Rp (53.008.535,39) 
Rp 69.864.122.549,20 

huruf f untuk Tahun yang 

Pasal 9 

Rp 2.668.681.326.673,88 
Rp 272.274.441.952,56 
Rp 2.396.406.884.721,32 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 
a. Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara per 1 Januari Tahun 2024 
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 
f. Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara per 31 Desember Tahun 

2024 
g. Saldo Akhir Kas Lainnya Di Bendahara 
h. Saldo Akhir Kas 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 
sebagai berikut : 
a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas 

Pasal 8 

Rp 2.396.406.884.721,32 

(487.001. 942,80) Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Rp 

La po ran 
Rp 2.584.756.846.669,91 

Operasional Rp (187.862.960.005,79) dari 
a. Ekuitas Awal 
b. Penambahan Ekuitas 

(LO)/Surplus/Defisit - LO 
c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Koreksi Ekuitas Lainnya 
d. Ekuitas Akhir 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 
Desember Tahun 2024 sebagai berikut : 

Pasal 7 

(Rp 187.862.960.005,79) 
R J. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa 

k. Surplus/Defisit - LO 
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SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 

g. Lam piran VII
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Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; h. Larnpiran VIII

1. Lampiran IX
j. Lampiran X
k. Larnpiran XI
1. Lampiran XII

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun

Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 
Serikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah; 

Larnpiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah; 

Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Sadan Usaha Milik 
Daerah / Perusahaan Dae rah; 

(2) Lampiran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 

Supati Konawe Selatan menetapkan Peraturan Supati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah sebagai Rincian Lebih Lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 

Ditetapkan di Andoolo 
pad a tanggal 25 AGUSTUS 2025

BUPATI KONAWE SELATAN, 

           Ttd
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo 
pada tanggal 25 AGUSTUS 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,
    TTD
ICHSAN POROSI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA: (2/30/2025). 


